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ABSTRAK 
ZAKARIA. (B11111321) Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Whistleblower”. 
Dibimbing Oleh Bapak Said Karim Sebagai Pembimbing I dan Bapak Amir 
Ilyas Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan 
korban terhadap whistleblower dan untuk mengetahui upaya yang 
dilakukan oleh pihak LPSK dalam melindungi saksi dan korban terhadap 
Whistleblower. 
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
yang bertempat di kota Jakarta. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek 
penelitian di lapangan melalui metode wawancara. Data sekunder 
diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan cara membaca dan 
menelaah serta mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur-
literatur, jurnal ilmiah, majalah hukum serta aturan-aturan penunjang 
lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.  
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa (1) 
berdasarkan pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi 
dan korban, a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 
keluarga, dari harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah diberikannya. b.  
Dirahasiakan identitasnya. c. Mendapat pendampingan, selain hal 
tersebut LPSK juga memberikan perlindungan fisik seperti pengawalan 
langsung dan rumah aman. (2) upaya yang dilakukan LPSK dalam 
melindungi saksi dan korban terhadap whistleblower, yaitu a. 
Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dengan perlindungan yang 
diberikan oleh LPSK kepada yang bersangkutan. b. Memonitoring 
perkembangan kasus yang di hadapinya. c. memperhatikan keadaan dan 
kondisi fisik dan psikis dari terlindung. d. Melakukan pendampingan atas 
terlindung pada setiap tingkatan proses peradilan pidana tanpa masuk 
kedalam substansi perkara. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar belakang Masalah 
Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah 
keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri 
terjadinya suatu tindak pidana (korban yang kemudian menjadi saksi). 
Keberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat 
penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan 
kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak 
tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.1 
Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror 
dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat 
luas. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara 
karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai 
“korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang 
dialami, didengar, maupun diketahuinya. Tidak dapat dipungkiri lagi 
bahwa selama rejim Orde Baru berkuasa telah terjadi sejumlah besar 
penyelewengan kekuasaan yang mengakibatkan timbulnya konflik 
pertanahan, eksploitasi tambang alam, penindasan terhadap buruh, 
kekerasan terhadap masyarakat adat, kekerasan terhadap perempuan, 
                                                             
1 Wahyu wagiman, dkk, Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang 
Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban. Jakarta. ICW. 2007. hlm. 9 
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dan lain sebagainya. Penyelewengan kekuasaan ini kerap kali diikuti 
dengan tindak kekerasan, baik oleh aparat militer maupun oleh sipil yang 
dipersenjatai atau “direstui” oleh negara. Penyelewengan-penyelewengan 
ini masih terus terjadi hingga hari ini dan akan tetap berlangsung jika para 
pelakunya selalu merasa aman dari pertanggungjawaban atas kejahatan 
kejahatan yang mereka lakukan. 
Namun, sejak Indonesia memasuki masa transisi dari otoriterianisme 
menuju demokratisasi, dimana pemerintahan transisi mencoba untuk 
bersikap terbuka dan bertekad membangun pemerintahan yang adil dan 
akuntabel, makasituasi tersebut memungkinkan tumbuhnya kepercayaan 
masyarakat untuk membangunsistem hukum yang lebih baik dan berpihak 
kepada kebenaran dan keadilan, bukan kepada kekuasaan sebagaimana 
yang terjadi pada masa Orde Baru. Kondisi tersebut mendorong 
munculnya berbagai desakan dan tuntutan masyarakat atas 
pengungkapan kebenaran dalam kasus-kasus penyelewengan kekuasaan 
dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Selain itu, 
masyarakat juga menuntut proses peradilan yang mampu menghapuskan 
kekebalan hukum yang selama ini dinikmati oleh para pelaku kejahatan 
kemanusiaan dan menganjar hukuman yang setimpal atas tindakan-
tindakan kejahatan tersebut. Bentuk tuntutan masyarakat yang muncul 
dalam masa transisi ini, antara lain: 
1. Tuntutan pertanggungjawaban para pelaku, baik para pelaku 
kejahatan kemanusiaan,pelanggaran hak asasi manusia (HAM), 
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praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN), maupun 
penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di masa lampau maupun 
yangmasih dilakukan di masa transisi ini; 
2. Tuntutan penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis jender 
seperti kekerasanseksual, pelacuran paksa, kehamilan secara 
paksa, dan kekerasan di dalam rumahtangga. Kasus-kasus 
tersebut muncul dalam keseharian kehidupan secara 
tersamarmaupun terang-terangan, terutama di wilayah konflik 
tempat kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara 
sistematis untuk melumpuhkan resistensi kelompok tertentu. 
Berbagai tuntutan ini tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. 
Negara seharusnya bertanggung jawab terhadap rakyat atas penegakan 
kebenaran dan keadilan. Dipenuhinya tuntutan ini akan menjadi penentu 
atas kemampuan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu 
otoriterianisme rejim Orde Baru dan untuk mewujudkan masyarakat yang 
lebih adil dan demokratis. Tindak pidana yang sulit diungkap di Indonesia 
seperti tindak pidana yang bersifat serius dan terorganisir membutuhkan 
peran dan partisipasi publik untuk dapat memberikan keterangan, laporan, 
informasi, dan kesaksian tentang tindak pidana yang diketahuinya. Terkait 
dengan pengungkapan beberapa tindak pidana beberapa tahun 
belakangan ini adalah munculnya istilah whistleblower yang  banyak 
diberitakan baik di media cetak maupun televisi. Secara harfiyah memiliki 
arti “peniup peluit”, dalam konteks pencarian informasi dalam penegakan 
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hukum, memiliki arti orang yang membuka semua kasus yang dia ketahui. 
Tapi definisi subtantifnya, whistleblower memiliki arti orang yang 
mengungkap suatu kasus dimana dia terlibat didalamnya. Whistleblower 
adalah seseorang yang memberikan informasi mengenai suatu tindak 
pidana yang terjadi dalam suatu instansi, badan pemerintah atau 
perusahaan swasta.Kasus Agus Condro merupakan contoh terbaik dalam 
hal ini. Mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI 
Perjuangan tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan 
beberapa koleganya menerima cek perjalanan sebagai suap dalam 
pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000an awal. 
Agus Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima 
cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan calon 
deputi, Miranda Goeltom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan 
sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada 
akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Secara tidak langsung skandal 
yang melibatkan banyak politisi DPR ini dapat terungkap berkat 
pengakuan Agus beberapa tahun setelah penyuapan terjadi. 
Motivasi seorang pengungkap fakta melampaui dari kepentingan 
sempit, seperti pencitraan organisasi, kolegialisme sesama pekerja atau 
pegawai di lingkungannya bekerja. Meski tak menampik pula ada 
kepentingan individu sang whistleblower yang terkadang menjadi alasan 
kuat untuk mengungkap sebuah skandal kejahatan. 
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Peran whistleblower seperti Agus Condro sangat besar untuk 
melindungi negara dari kerugian yang lebih parah dan pelanggaran hukum 
yang terjadi. Tetapi resiko yang mereka hadapi pun juga besar ketika 
mengungkap kejahatan, mulai dari ancaman terhadap keamanan sampai 
dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja. Sehingga whistleblower 
penting untuk dilindungi. 
Contoh kasus di atas adalah kisah tragis sang pelapor 
(whistleblower) yang memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di 
Indonesia dan memiliki satu kesamaan yakni berbuah “serangan balik“ 
dari pihak yang dilaporkan. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil 
resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan 
harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin 
timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu juga dengan saksi jikalau 
tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan 
keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan 
sendiri. 
Rentannya posisi saksi dan korban terhadap teror dan intimidasi, 
perlindungan hukum yang tidak memadai dan isolasi dari masyarakat luas 
merupakan kondisi-kondisi konkrit yang memperburuk posisi publik saksi 
dan korban. Keengganan saksi dan korban muncul dan bersaksi untuk 
menguak kebenaran dalam berbagai kasus perkosaan yang terjadi. 
Kebutuhan atas perlindungan dan dukungan bagi saksi maupun 
korban merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Juga 
6 
perlu diingat, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, ruang lingkup 
perlindungan dan dukungan serta bentuk-bentuk perlindungan yang 
diberikan kepada saksi dan korban harus bersifat menyeluruh dan 
sungguh menjamin terlindunginya hak-hak saksi dan korban dalam 
tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Kenyataan tersebut, 
mendorong berbagai elemen masyarakat melalui beberapaLembaga 
Swadaya Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah dan sejumlah 
akademisi melakukan berbagai upaya advokasi untuk mendorong 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
agar mengeluarkan satu peraturan berupa undang-undang untuk 
mengatur mengenai Perlindungan Saksi.  
Setelah melalui perjalanan advokasi yang panjang sejak tahun 2001, 
akhirnya pada tanggal 18 bulan Juli 2006, DPR RI mengesahkan Undang-
undang Perlindungan Saksi dan Korban yangselanjutnya disebut sebagai 
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban. Meskipun dalam segi substansi masih ada kelemahan dalam 
undang-undang ini, tetapi setidaknya pengesahan UU Nomor 13/2006 ini 
merupakan suatu langkah besar dalam upaya pembaharuan hukum di 
Indonesia dan sebagai pondasi perlindungan saksi dan korban dalam 
ranah peradilan pidana di Indonesia.Tentu saja terjaminnya perlindungan 
dan dukungan bagi saksi dan korban tak dapatdilakukan hanya dengan 
menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang,melainkan 
juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum. Tetapi, 
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keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak 
saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, 
organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan 
terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan 
korban. 2 Bertilik dari permasalahan di atas, maka penulis akan 
menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :“PERAN LEMBAGA 
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK)  dalam upaya perlindungan terhadap whistleblower? 
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak LPSK dalam upaya 
perlindungan terhadap whistleblower? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban dalam melindungi Saksi dan Korban terhadap  
whistleblower 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak LPSK dalam 
melindungi saksi dan Korban terhadap whistleblower
                                                             
2Damar Juniarto, dkk, Perlindungan terhadap Saksi dan Korban, Komisi Nasional Anti Kekerasan 
terhadap Perempuan, Jakarta, 2009, hal 3 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Asas Hukum Perlindungan Saksi dan Korban 
Bahwa pada hakikatnya sasaran ilmu hukum meliputi tiga hal, yakni 
kaidah hukum yang di dalamnya meliputi asas hukum, kaidah hukum itu 
sendiri, dan peraturan hukum yang kongkret.  Pengertian kaidah hukum 
meliputi asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti sempit atau nilai 
(norm) dan peraturan hukum konkret. Kaidah hukum dalam arti luas 
berhubungan satu sama lain dan merupakan satu sistem, yaitu sistem 
hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu aturan hukum itu 
merupakan suatu sistem, yang mana saling berhubungan antara asas 
hukum, kaidah hukum, yang saling terinterelasi satu sama lain, sebagai 
suatu sistem.   Berikut asas hukum menurut beberapa para ahli: 
Van Eikema Hommes mengatakan: 
“Asas hukum itu, tidak boleh dianggap sebagai norma-
norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang 
sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi 
hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktik perlu 
berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata 
lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah 
dalam pembentukan hukum positif.” 
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Van Der Velder mengatakan:  
“Asas Hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat 
digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau 
digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas hukum 
didasarkan atas suatu nilai atau nilai atau lebih yang 
menentukan situasi atau digunakan sebagai pedoman 
berperilaku. Asas hukum didasarkan atas suatu nilai atau 
lebih yang menetukan situasi yang bernilai yang harus 
direalisasi.” 
Scholten mengatakan: 
“Asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan 
oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan 
sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai 
pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak 
harus ada.” 
Sudikno Mertokusomo mengatakan: 
“Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, 
melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau 
merupakan latar belakang peraturan konkret yang 
terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang 
terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan 
putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat 
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diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang 
umum dalam peraturan konkret tersebut.” 
Muladi mengatakan: 
“Sebagai pengejawatahan prinsip negara hukum serta 
sebagai suatu usaha pembaruan hukum pidana materil 
nasional, untuk kepentingan ketertiban negara dan 
ketertiban umum.” 
De Langen mengatakan: 
“Merupakan ungkapan-ungkapan hukum yang sangat 
umum sifatnya, dan bertumpu pada perasaan yang hidup 
di setiap orang.” 
Wiarda mengatakan: 
“Menyatakan bahwa asas-asas hukum adalah pikiran-
pikiran yang memberi arah/pimpinan yang sebagai dasar 
kepada tata hukum yang ada sebagaimana yang 
dipositifkan dalam perundang-undangan dan 
jurisprudensi.” 
Hukum mempunyai  tujuan hukum. Untuk melaksanakan tujuan 
maka diperlukan asas-asas hukum. Asas-asas perlindungan saksi dan 
korban diatur dalam pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006, yang berasaskan 
pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, 
keadilan, tidak deskriminatif, dan kepastian hukum. 
11 
Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia adalah asas 
dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan yang memandang setiap 
manusia khususnya sebagai saksi dan/atau korban, sebagai mahluk 
ciptaan Allah, yang harus dihargai dan dilindungi, dan hak-hak tersebut 
tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. 
Asas rasa aman adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan kepada saksi dan/atau korban, berguna untuk menciptakan 
kondisi dalam suasana tentram baik lahiriah dan batiniah, baik secara fisik 
mau psikis. 
Asas keadilan adalah asas dalam pemenuhan hak dan pemberian 
hukum kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan hak-haknya, secara 
proporsionalitas, prosedural, sesuai dengan kewajibannya memberikan 
kesaksian dalam setiap tahap peradilan. 
Asas tidak diskriminatif adalah asas dalam pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan yang memandang setiap saksi dan/atau korban 
memperoleh pengakuan yang dalam keadaan sama, harus diterapkan 
secara sama di depan hukum, tanpa membedakan tingkat ekonomi, 
golongan, ras, agama, suku bangsa, dan sebagainya. 
Asas kepastian hukum adalah asas  dalam pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan di negara hukum mengutamakan landasan peraturan 
perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 
penyelenggara negara. 
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B. Pengertian Saksi dan Korban 
1. Pengrtian Saksi 
Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
perlindungan saksi dan korban, saksi adalah orang yang dapat 
memeberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 
Dalam proses peradilan pidana saksi adalah salah satu kunci untuk 
memperoleh kebenaran material. Teorinya, Pasal 184-185 kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan 
gambaran mengenai hal tersebut. Pasal 184 menempatkan keterangan 
saksi diurutkan  pertama diatas alat bukti lain berupa keterangan ahli, 
surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 
Pasal 185 Ayat (2) berbunyi : 
“Keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap 
perbuatan yang didakwakan padanya” 
Secara sederhana, saksi adalah mereka yang mempunyai 
pengetahuan sendiri berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan 
didengarnya tentang terjadinya suatu tindak pidana.  
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Lebih jelasnya pengertian saksi ini terdapat dalam pasal 1 Angka 26 
KUHAP bahwa : 
“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia 
lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan 
alasan dan pengertiannya itu”. 
Dengan demikian jelas bahwa untuk bertindak sebagai saksi dia 
haruslah seorang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami 
sendiri suatu peristiwa pidana tersebut. Saksi yang mendengar dan 
mengetahui adanya suatu tindak pidana dari cerita orang lain bukan 
termasuk alat bukti yang sah. Hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 
185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam keterangan saksi 
tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau 
testimonium de auditu. Berikut definisi saksi menurut beberapa ahli : 
Menurut Suryono Sutarto : 
“saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri dan ia alami sendiri”3 
                                                             
3 Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana,Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 
Semarang, 1982. hlm 42 
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Menurut Wirjono Projodikoro : 
“Seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau 
manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan 
dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seoalah-olah 
hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang 
saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan 
tergantung dari daya ingat dari orang perseorang, apa itu 
dapat dipercaya atas kebenarannya.”4 
Menurut S.M. Amin : 
“Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang 
diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan 
benda-benda mati. Umpamanya bekas-bekas yang 
terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”5 
Menurut Andi Hamzah, kesaksian de auditu tidak diperkenankan 
sebagai alat bukti namun patut pula di dengarkan oleh hakim untuk 
memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang 
lain. 
Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de 
auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan 
tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materil dan bila 
untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dimana keterangan 
                                                             
4 Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana  Indonesia, Bandung, Sumur Bandung 1983 hlm. 7 
5 Mr. S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Jakarta, PradyaParamita, 1981, hlm.49 
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saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak menjamin 
kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsy evidence patut 
tidak dipakai di indonesia pula. 
Begitu pula menurut pendapat wiryono prodjodikoro juga melarang 
pemakaian keterangan saksi de auditu sebagai alat bukti yang sah 
dengan mengatakan: 
“Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu 
keterangan saksi de auditu yaitu tentang suatu keadaan 
yang saksi itu hanya mendengar saja terjadinya peristiwa 
pidana tersebut dari orang lain. Larangan semacam ini 
bahkan sudah semestinya, akan tetapi harus diperhatikan 
bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah 
mendengar terjadinya suatu keadaan dari orang lain, 
kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan 
begitu saja. Mungkin sekali hal pendengaran suatu 
peristiwa dari orang lain dapat berguna untuk penyusunan 
suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa”. 
2. Pengertian Korban 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
perlindungan saksi dan korban, korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Secara umum yang dimaksud 
dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 
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sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan 
diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan 
hak asasi yang menderita. 
Menurut Muladi, sebagaiman dikutip oleh Suryono Ekatam, et al, 
yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita 
kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya 
secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai 
target atau sasaran kejahatan. 
 Secara sederhana definisi di atas dapat diterjemahkan, korban 
kejahatan adalah orang-orang yang baik secara individual maupun 
kolektif, menderita kerugian akibat  perbuatan atau tidak berbuat yang 
melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk 
peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. 
 Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut: 
a)   Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. 
Korban individual karena dapat diindentifikasi sehingga perlindungan 
korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit 
diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar 
berupa menuntut ganti kerugian melalui class action.  
b)  Ditinjau dari jenisnya. Menurut Sellin dan Wolfgang, jenis korban dapat 
berupa : 
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1. Primary victimization adalah korban individual. Jadi korbannya orang 
perorangan, bukan kelompok. 
2. Secondary victimization dimana yang menjadi korban adalah 
kelompok seperti badan hukum. 
3. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas. 
4. Mutual victimization, yang  menjadi korban adalah si pelaku sendiri, 
contohnya pelacuran, perzinahan, dan narkotika. 
5. No victimization, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban 
tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam 
menggunakan suatu hasil produksi. 
c) Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, 
kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian 
korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan 
immaterial yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis,dsb.  
 Dalam viktimologi, dikenal pula dengan apa yang dinamakan korban 
ganda, yaitu korban yang mengalami berbagai macam penderitaan seperti 
pendertitaan mental, fisik, dan social, yang terjadi pada saat korban 
mengalami kejahatan setelah dan pada saat kasusunya diperiksa dan 
setelah selesainya pengadilan.
6
 
 
 
 
                                                             
6 Dikdik Mansur, Urgensi Perlidungan Korban Kejahatan Antara Norma danRealita, Jakarta, PT. 
RajaGrafindo Persada, 2007 
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C. Dasar dan Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban 
1. Dasar Pelindungan Hukum Saksi dan Korban 
Pentingnya perlindungan saksi dan korban, dilatarbelakangi adanya 
perspektif pergesaran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. 
Pergeseran ini merupakan pergeseran filsafat keadilan dari hukum positif 
yg mendasarkan kepada asas hukum materil dalam sistem peradilan 
pidana. Pergerakan ini telah membawa cara pandang baru dalam hukum 
pidana dan sistem peradilan pidana, yakni sebagai berikut. 
a. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau 
penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan 
pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya 
pada diri korban. 
b. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar 
kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian petama 
dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan 
konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) 
sebagai bagian dari kepentingan publik. 
c. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan 
(pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah 
korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga 
pelanggar itu sendiri. 
d. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana 
penyelesaian konflik (conflict resolution). 
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e. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada 
pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan 
menekankan tanggung jawabpelanggar terhadap perbuatan 
beserta akibat-akibatnya. 
f. Korban, masyarakat, negara, dan pelanggar dalam proses 
peradilan pidana bersifat aktif. 
Politik hukum pidana dan penegakan hukum pidana harus 
mempunyai sistem bersifat terbuka dan melalui hasil penelitian hukum dan 
penelitian sosial terus dikembangkan hukum pidana modern terutama 
upaya mengembangkan berbagai alternatif pidana dan pelaksanaan jenis 
pidana penjara. Usaha pemgembangan hukum pidana dan pemindaan 
secara universal sudah dimulai sejak akhir abad ke-18 yang karena 
berbagai hambatan diupayakan tahapan pola pemikiran tentang alternatif 
pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap terpidana. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 45 Tahun, 
Tambahan LNRI Nomor 4284), dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, 
Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, maka 
secara teknis di lapangan tentang teknis pelaksanaan perlindungan 
terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarganya dalam 
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perkara tindak pidana terorisme, diatur menurut Peraturan Kepala 
Kepolisian RI No. Pol,: 5 Tahun 2005, tertanggal 28 Juli 2005. Peraturan 
Kapolri ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara 
Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim, 
dalam perkara tindak pidana terorisme. 
Dalam peraturan kapolri ini, dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, 
yang dimaksud dengan perlindungan adalah “suatu bentuk pelayanan 
yang wajib dilaksanakan oleh aparat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, 
kepada saksi, penyidik, penuntut umum, hakim, dan keluarganya dari 
ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”. 
2. Tujuan Perlindungan Saksi dan Korban 
Sebagai objek perlindungan atas hak saksi dan korban, menurut 
undang-undang diatur dalam Bab II Pasal 5, UU No. 13 Tahun 2006 
tentang perlindungan saksi dan korban, dengan objek perlindungan 
meliputi : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; 
b. Ikut serat dalam memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan;  
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 
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d. Mendapat penerjemah; 
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 
f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru; 
j. Mendapatkan tempat kediaman baru; 
k. Memperoleh peenggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; 
l. Mendapat nasihat hukum; dan atau 
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 
perlindungan berakhir. 
Perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan 
bebas dari segala bentuk ancaman, merupakan inti dari tujuan 
perlindungan terhadap saksi dan korban, untuk kepentingan pemeriksaan 
di depan sidang pengadilan. Bilamana kesaksian ini mendapatkan 
ancaman dan gangguan, akan memberikan dampak terhap kesaksian 
yang tidak benar, kesaksian yang direkayasa, dan pada akhirnya 
menimbulkan risiko hukum terhadap saksi dan korban itu sendiri. 
Bandingkan dengan ketentuan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi 
yang diatur dalam Bab VI Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Tindak 
Pidana Terosisme yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2003 tentang penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. 
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Pasal 36 berbunyi: 
(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana 
terorime berhak mendapat kompensasi atau restitusi. 
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
pembiayaannya dibebankan kepada negara yang 
dilaksanakan oleh pemerintah. 
(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 
ganti kerugian Yng diberikan pelaku kepada korban oleh ahli 
warisnya. 
(4) Konvensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan 
dicantumkan dalam sekaligus dalamamar putusan 
pengadilan. 
Pasal 37 berbunyi:  
(1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh 
pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala 
tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap. 
(2) Rehabilitasi tersebut diberikandan dicantumkan dalam 
putusan pengadilan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1). 
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Pasal 38 berbunyi: 
Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada: 
(1) Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan 
negeri. 
(2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya 
kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. 
(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri 
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 
Pasal 39 berbunyi: 
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan 
pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) memberikan 
kompensasi dan/atau restitusi paling lambat 60 (enam puluh)hari kerja 
terhitung sejak penerimaan permohonan. 
Kesaksian merupakan saran untuk membuktikan kebenaran 
terjadinya peristiwa pidana menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang 
alat bukti yang sah, dimana keterangan saksi dan keterangan ahli 
merupakan alat bukti yang utama. Bantuan untuk memperoleh 
penerjemah ini, bebas dari pertanyaan yang menjerat diperlukan, karena 
pada kasus-kasus tertentu, bahasa yang digunakan oleh penyidik, 
penuntut umum, hakim, kadang-kadang tidak dimengerti oleh saksi dan 
korban, sehingga berdampak kepada kebenaran materil. Pertanyaan yang 
menjerat ini juga tidak diperkenankan, karena saksi dan korban 
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mempunyai hak untuk menjawab sesuai dengan apa yang ia lihat, ia 
dengar, dan ia alami sendiri. 
 Hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus, 
putusan pengadilan, dan terpidana dibebaskan adalah berkaitan dengan 
hak untuk memperoleh kejelasan tentang proses perkembangan kasus 
tindak pidana yang terjadi dan untuk kepentingan pembelaan diri, bagi 
para saksi dan korban. 
 Berhak untuk mendapatkan identitas baru dan mendapatkan 
kediaman yang baru merupakan bentuk-bentuk perlindungan terhadap 
tempat-tempat (safe hause), untuk kepentingan kepada diri saksi dan 
korban agar terbebas dari ancaman,gangguan, dan kenyamanan agar 
saksi dan korban dapat memberikan keterangan kesaksian secara bebas 
tanpa tekanan fisik dan psikis. 
 Hak untuk memperoleh penggantian biaya tranportasi dan 
memperoleh bantuan biaya hidup merupakan salah bentuk bentuk wujud 
bantuan restitusi atau kompensasi tertentu, karena selama proses 
penegakan hukum terhaadap tindak pidana yang berhubungan dengan 
dirinya, dipastikan saksi dan korban telah mengeeluarkan biaya sehari – 
hari, dan mempengaruhi terhadap rasa aman dan kenyamanan kepada 
dirinya sendiri. Sedangkan hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah 
merupakan asas untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan 
bantuan hukum, sebagai salah satu wujud pengakuan atas hak asasi 
manusia.  
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 Perlindungan terhadap korban yang ada kaitannya dengan 
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas 
perliindungan saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU 
No. 13 Tahun 2006, juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan 
bantuan rehabilitasi psikososial. Para korban akibat kejahatan 
kemanusiaan yang berat, pada umumnya secara fisik dan psikis 
mendapatkan penderutaan yang menimbulkan rasa traumatis. Korban 
kejahatan kemanusian, maka korban melalui LPSK, berhak mengajukan 
kepengadilan untuk memperoleh hak atas konpensasi dalam kasus 
pelanggaran hak asasi manusia yang berhak dan hak atas konstitusi atau 
ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana, dan 
ditetapkan berdasarkan keputusan diberikan oleh pengadilan. 
 Perlindungan saksi dan korban merupakan hak yang mana 
didasarkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban. Perlindungan serta hak saksi dan korban, diberikan 
sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang – Undang ini. Keputusan yang ditetapkan oleh LPSK 
adalah menyangkut pemberian hak restitusi dan konvensasi yang 
dijatuhkan kepada hakim melalui perantaraan LPSK. 
 Perlindungan terhadap saksi dan korban, yang merasa dirinya 
berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat 
memberikan kesaksian tanpa harus hadir di pengadilan tempat perkara 
tersebut sedang di periksa. Selain itu, keterangan saksi dan/atau korban 
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dapat memberikan kesaksian secara tertulis yang di sampaikan 
dihadapan pejabat yang berwenang dengan membubuhkan tanda 
tangannya pada berita acara yang memuat kesaksian tersebut, demikian 
pula saksi atau korban, dapat juga di dengar kesaksiannya secara 
langsung melalui sarana elektronik dengan di dampingi oleh pejabat yang 
berwenang. Ketentuan ini merupakan alternatif tentang tata cara saksi 
atau korban dalam memberikan kesaksian hanya untuk kepentingan 
pemeriksaan di depan pengadilan. 
 Alternatif lainnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi 
dan korban ialah saksi, korban, dan pelapor, tidak dapat dituntut secara 
hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan,  
sedang, atau telah diberikannya.seorang saksi juga tersangka, dalam 
kasus yang sama tidak ada dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila 
ia ternayata secara sah, dengan meyakinkan bersalah, tetapi 
kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan 
pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan ini tentang tidak dapat di tuntut 
secara hukum baik pidana maupun perdata, tidak berlaku terhadap saksi, 
korban dan pelapor, yang memberikan keterangan tidak dengan iktikad 
baik. 
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D. Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga 
yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-
hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.LPSK merupakan lembaga yang 
mandiri, LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian 
perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan 
kewenangan sebagaimana diatur dalam No 13 Tahun 2006. 
a.  Keanggotaan LPSK 
Anggota LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur 
profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, 
pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi 
manusia, Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Akademisi, Advokat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.7 
Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibantu oleh sebuah sekretariat 
yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan 
LPSK.Sekretariat LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal 
dari Pegawai Negeri Sipil.8 
2. Struktur Organisasi LPSK 
Dalam menjalankan tugasnya LPSK terdiri atas unsur Pimpinan dan 
Anggota.Unsur pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua 
yang merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota LPSK. 
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undang-undang  No 13 Tahun 2006 TentangPerlindungan Saksi dan Korban. Pasal 14 
8
Ibid., Pasal 18 
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Pelaksanaaan kegiatan LPSK dilakukan oleh beberapa anggota 
yang bertanggung jawab pada bidang-bidang yakni Bidang 
Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi, dan Restitusi, Bidang 
Kerjasama, Bidang Pengembangan Kelembagaan, dan Bidang 
Hukum Diseminasi dan Humas.9 
 
Agar tugas dan fungsi LPSK sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 
13 Tahun 2006 dapat berjalan, maka diangkat seorang Sekretaris 
berdasarkan Permensesneg No. 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata 
Kerja Sekretariat LPSK.10 
Untuk mengefektifkan kinerjanya, LPSK merubah susunan Bidang-
bidang menjadi Divisi-divisi.Sebelumnya ada 5 bidang dalam pelaksanaan 
kegiatan LPSK dimana masing-masing anggota bertanggungjawab pada 
masing-masing bidang.Seiring berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi 
LPSK, susunan tersebut dirubah menjadi dua divisi.Divisi Pemenuhan Hak 
Saksi dan Korban dan Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan 
Internal.Diseminasi dan Humas menjadi sebuah Unit langsung dibawah 
tanggungjawab Ketua LPSK. Dengan susunan baru ini, LPSK berharap 
akan lebih fokus dalam pelaksanaan kegiatannya.
11
 
 
 
 
                                                             
9
http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab. Di akses pada 12-11-2014 pkl 17.21 WITA 
10
http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab. Di akses pada 12-11-2014 pkl 17.45 WITA 
11
http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab. Di akses pada 12-11-2014 pkl 17.51 WITA 
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2. Sejarah Lahirnya LPSK 
Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi 
dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen 
masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang 
perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah 
akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses 
peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU 
perlindungan saksi.12 
Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi 
diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No.VIII 
Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan 
Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi 
DPR RI mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang 
ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU 
usul inisiatif DPR.13 
Sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi UN Convention Against 
Corruption pada tahun 2003, dalam pasal 32 dan 33 konvensi ini 
disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi wajib menyediakan 
perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari pembalasan atau 
intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan 
mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN 
PK) yang disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan RUU 
                                                             
12
http://www.lpsk.go.id/. Di akses pada 12-11-2014 pkl 18.00 WITA 
13
http://www.lpsk.go.id/. Di akses pada 12-11-2014 pkl 18.10 WITA 
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Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005.Februari 2005 Rapat 
Paripurna ke 13 DPR RI Peridoe 2004-2009 telah menyetujui Program 
Legislasi Nasional.Salah satu RUU yang diprioritaskan untuk segera 
dibahas adalah RUU Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI 
memandang bahwa RUU Perlindungan Saksi yang juga memuat 
mengenai ketentuan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban (LPSK) memiliki peran strategis dalam upaya penegakan hukum 
dan memciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, melalui 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
Pada bulan Juni 2005 RUU Perlindungan Saksi dan Korban 
disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada 
Presiden. Lalu, tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat 
penunjukan wakil untuk membahas RUU tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban yang menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah 
dalam pembahasan RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili 
Departemen Hukum dan HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, 
tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI. Awal 
Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 
22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada 
bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU 
Perlindungan Saksi dan Korban menjadi UU Perlindungan Saksi dan 
Korban. 
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Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan UU tersebut.11 
Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan 
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada 
dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling 
lambat setahun setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. 
Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk dan dipilih 7 (tujuh) 
pada tanggal 8 Agustus 2008. 
 
3. Tugas, Fungsi dan Kewenangan LPSK 
UU PSK menyatakan bahwa LPSKH adalah lembaga yang mandiri 
.Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini ,lebih tepatnya adalah sebuah 
lembaga yang yang independen (biasanya disebut  sebagai komisi 
independen),yakni organ negara (state organ ) yang diidealkan 
independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik 
eksekutif, legislatif maupun judikatif ,namun memiliki fungsi  campuran 
antara tiga cabang kekuasaan tersebut.14Sifat independen tercermin dari 
kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan.Di dalam UU 
Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK bertanggung 
jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk 
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Prof.DR.Muhadar.SH.M.Si, Edi Abdullah, SH, M.H, Husni 
Thamrin,S.H,M.M,M.H.’’PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM 
PERADILAN PIDANA" Surabaya: ITS Press,2009 hlm. 206 
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memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau 
Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ruang lingkup 
perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. 
Tujuan Perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada 
saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses 
peradilan pidana.15 
UU No . 13 Tahun 2006 dalam  ketentuan  umumnya telah 
menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ,yang 
selanjutnya disingkat LPSKH ,adalah lembaga yang bertugas dan 
berwenang untuk memberikan perlindungan hak-hak lain kepada Saksi 
dan /atau Korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.Namun 
UUPSK tidak merinci tugas dan wewenang dari  LPSKH tersebut lebih 
lanjut 20,perumus UU kelihatannya menjabarkan tugas dan wewewnang 
LPSKH dalam  suatu bagian atau bab tersendiri  dalam  Tugas dan 
kewenangan LPSKH  yang tersebar dalam UU No.13 Tahun 2006,yaitu : 
a. Menerima permohan Saksi dan /atau Korban untuk Perlindungan 
(pasal 29) 
b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau 
korban (pasal 29) 
c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan /atau Korban (Pasal 
1) 
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http://www.lpsk.go.id/page/51b6b27a9b4ab. Di akses pada 12-11-2014 pkl 18.20 WITA 
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d. Menghentikan progam perlindungan Saksi dan/ Korban (pasal 32) 
e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban)berupa 
hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasai 
manusia yang berat dan hak atas restitusi atau ganti kerugian 
yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7) 
f. Menerima permintaan tertulis dari Korban ataupun orang yang 
mewakili korban untuk bantuan (pasal 33 dan 34) 
g. Menentukan diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan 
/atau Korban (Pasal 34) 
h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam 
melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (pasal 39) 
LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan 
dan bantuan kepada saksi dan korban berdasarkan tugas dan 
kewenangan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, 
LPSK melaksanakan:16 
a. merumuskan kebijakan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban;  
b. melaksanakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban;  
c. melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan 
kepada Saksi dan atau Korban;  
d. melaksanakan diseminasi dan hubungan masyarakat;  
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Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 tahun 2010 tentang tugas 
dan fungsi LPSK. Pasal 3 
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e. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan pendidikan 
pelatihan;  
f. melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian dan 
pengembangan;  
g. melaksanakan tugas lain berkaitan dengan pelindungan Saksi dan 
Korban.  
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LPSK memiliki struktur 
yang terdiri dari pimpinan, anggota dan sekretaris. Anggota LPSK memiliki 
tanggung jawab atas tugas dan fungsi:  
a. perlindungan;  
b. bantuan;  
c. kerjasama;  
d. pendidikan dan Pelatihan;  
e. pengawasan:  
f. pelaporan;  
g. penelitian dan pengembangan;  
h. pembentukan hukum; dan  
i. diseminasi dan humas.17 
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Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 tahun 2010 tentang tugas 
dan fungsi LPSK. Pasal 4 
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4. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK 
Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan 
beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa 
aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.  
Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum 
dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah 
ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan 
untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan 
dalam pasal 28 – pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. 
Proses Pemberian Perlindungan Bagi Saksi dan/atau Korban.18 
a. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik 
atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan atau 
oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK; 
b. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban 
ditentukan dan didasarkan pada “Keputusan LPSK; 
c. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau 
Korban yang bersangkutan berkewajiban menandatangani pernyataan 
kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan 
Korban; 
d. Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk 
keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan; 
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http://www.lpsk.go.id/permohonan di akses pada 12-11-2014 pkl 18.30 WITA 
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e. Perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban diberikan sejak 
ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan; 
f. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
g. Perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban hanya dapat dihentikan 
berdasarkan alasan: (a) inisiatif sendiri dari Saksi dan/ atau Korban 
yang dilindungi, (b) atas permintaan pejabat yang berwenang, (c) saksi 
dan/ atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam 
perjanjian; atau (d) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/ atau Korban 
tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang 
meyakinkan; dan 
h. Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/ atau Korban harus dilakukan 
secara tertulis. 
Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK 
untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban 
tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang 
berbunyi:  
Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan 
dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:  
a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;  
b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;  
c. Basil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;  
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d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau 
Korban. 
Ada pula Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan 
Saksi Pelapor menurut Peraturan Bersama, Menteri hukuk dan hak asasi 
manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, 
Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Ketua LPSK No: M.HH-
11.HM.03.02.th.2011 No : PER-045/A/JA/12/2011 No : 1 Tahun 2011 
NOMOR : KEPB-02/01-55/12/2011 No : 4 Tahun 2011 Tentang 
Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan saksi pelaku yang 
bekerjasama, adalah sebagai berikut:  
a. adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap 
terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau 
terorganisir;  
b. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman 
atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan 
Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut 
diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan  
c. laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan 
kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya 
dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.  
Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 sebagai berikut:  
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a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri 
maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada LPSK;  
b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan 
sebagaimana dimaksud 
c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari 
sejak permohonan perlindungan diajukan. 
Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah 
permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan 
seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang 
berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan 
dan pendamping saksi dan korban.Pengajuan seharusnya dapat 
dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih 
dibawah umur atau anak-anak.19 
Permohonan yang telah diterima akan dilanjutkan kepada UP2 oleh 
ketua LPSK. UP2 (Unit Penerimaan Permohonan) adalah Unit yang 
bertugas untuk memberikan pelayanan penerimaan permohonan 
perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait pelaksanaan fungsi dan 
tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.Sedangkan mengenai 
keputusan LPSK perihal diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan 
perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan 
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Muhadar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, PMN, Surabaya, 
2010, hlm 204 
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disampaikan paling lambat 7 hari sejak permohonan perlindungan 
tersebut diajukan. 
Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2006 menyebutkan bahwa: “Dalam hal LPSK menerima 
permohonan Saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan 
mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.” Adapun 
mengenai pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan 
perlindungan yang harus ditandatangani oleh saksi dan/atau korban diatur 
dalam pasal 30 ayat (2) yang berisi:  
Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi 
dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:  
a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian 
dalam proses peradilan;  
b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang 
berkenaan dengan keselamatannya;  
c. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan 
dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan 
LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;  
d. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan 
kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah 
perlindungan LPSK; dan  
e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.  
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Proses pengajuan permohonan hingga disetujuinya permohonan 
tersebut sering kali membingungkan para saksi dan korban, karena 
mereka harus melewati proses yang tidak pendek untuk mendapat 
perlindungan dari LPSK ini. Hal inilah yang sering menjadi penyebab saksi 
dan atau korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari LPSK 
dan memilih untuk diam. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti 
akan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh LPSK. Apalagi bagi para 
saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum. Karena itulah 
pemdampingan akan seorang advokat akan sangatlah membantu para 
saksi dan korban ini.  
Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban 
ini tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya 
persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu 
persidangan.Dalam realita social penegak hukum tidak mau mendengar, 
melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh penegak 
hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota 
keluarganya.Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat 
penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan 
waktu cukup lama. Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup 
lama, sehingga secara manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa 
itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran 
kesaksiannya. 20 Dalam fase yang seperti inilah campur tangan LPSK 
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Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, 2012, hlm. 305 
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sangat diperlukan. Karena kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan 
rasa nyaman dan aman bagi saksi atau korban agar dapat memberikan 
kesaksiannya di depan persidangan dan proses persidangan pun dapat 
berjalan tanpa bertele-tele. 
E. Whistleblower Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban 
1. Pengertian Whistleblower 
Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada 
publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi 
atau korupsi disebut whistleblower (Inggris artinya : peniup 
peluit).21Whistleblower didefinisikan sebagai seorang yang memberikan 
bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi 
penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang 
dapat mengungkap suatu kejahatan dimanaorang tersebut terlibat dalam 
kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya. 
Dalam istilah bahasa Inggris orang yang mengungkapkan fakta 
kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya mal praktek atau 
korupsi disebut sebagai Whistleblower (Peniup Peluit : Disebut demikian 
karena seperti wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya 
yang meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta telah terjadinya 
pelanggaran, atau seperti polisi lalulintas yang hendak menilang 
seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan lalulintas,atau 
seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan 
                                                             
21 Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah 
diperluas, www.antikorupsi.org1, diakses tanggal 22 november 2014 
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kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, 
membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan, atau 
pelanggaran ).22 
Seorang whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. 
Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan 
tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan 
pidana. Namun untuk disebut sebagai whistleblower, saksi tersebut 
setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar.  
Kriteria pertama, whistleblower menyampaikan atau mengungkap 
laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau 
publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau 
media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan 
terbongkar.  
Pada umumnya, whistleblower akan melaporkan kejahatan di 
lingkungannya kepada otoritas internal terlebih dahulu. Namun seorang 
whistleblower tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas 
internal ketika proses penyelidikan laporannya mandeg. Ia dapat 
melaporkan kejahatan kepada otoritas yang lebih tinggi, semisal langsung 
ke dewan direksi, komisaris, kepala kantor, atau kepada otoritas publik di 
luar organisasi yang berwenang serta media massa. 
Langkah ini dilakukan supaya ada tindakan internal organisasi atau 
tindakan hukum terhadap para pelaku yang terlibat. Hanya saja terdapat 
                                                             
22 Quentin Dempster, Whistleblowers Para Pengungkap Fakta, Hal.1, ELSAM cetakan pertama Juli 
2006 
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kecenderungan yang tak dapat ditutupi pula bahwa jika terjadi sebuah 
kejahatan dalam organisasi, maka otoritas tersebut bertindak 
kontraproduktif. Alih-alih membongkar, terkadang malah sebaliknya, 
menutup rapat-rapat kasus. 
Kriteria kedua, seorang whistleblower merupakan orang „dalam‟, 
yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang 
terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan 
selalu terorganisir, maka seorang whistleblower kadang merupakan 
bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafi a itu sendiri. Dia terlibat 
dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. 
Seringkali masyarakat menganggap bahwa saksi dan whistleblower 
adalah sama. Padahal ini serupa tetapi tidak sama. Pasal 1 UU 
Perlindungan Saksi dan Korban menyebut saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu 
perkarapidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau dialami 
sendiri. 
Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang 
dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka 
melakukan tindakan sendiri sebagai peniup peluit ( whistleblower) untuk 
mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat 
penegak hukum. 
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Sebagai imbalannya whistleblower tersebut dibebaskan dari segala 
tuntutan hukum.Whistleblower berkembang diberbagai negara dengan 
seperangkat aturan masing-masing, diantaranya adalah: 
a. Amerika Serikat, whistleblower diatur dalam whistleblower Act 
1989. Whistleblower di Amerika Serikat dilindungi dari pemecatan, 
penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, 
gangguan dan tindakan diskriminasi. 
b. Afrika Selatan, whistleblower diatur dalam Pasal 3 Protected 
Dsdosures Act Nomor 26 Tahun 2000. Whistleblower diberi 
perlindungan dari accuputional detriment atau kerugian yang 
berhubungan jabatan atau pekerjaan. 
c. Canada, whistleblower diatur dalam Section 425.1 Criminal Code 
of Canada. Whistleblower dilindungi dari pemberi pekerjaan yang 
memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat 
atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi 
pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan 
informasi kepada pemerintah atau badan pelaksana hukum atau 
untuk membalas pekerja yang memberikan informasi. 
d. Australia, whistleblower diatur dalam Pasal 20 dan 21 Protected 
Dsdosures Act 1994. Whistleblower identitasnya dirahasiakan, 
tidak ada pertanggungjawaban secara pidana atau perdata, 
perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari 
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tindak pembalasan dan perlindungan kondisional apabila 
namanya dipublikasikan ke media. 
e. Inggris, whistleblower diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Public 
Interes Disclosure Act 1998, whistleblower tidak boleh dipecat dan 
dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugian.23 
2. Sejarah Whistleblower 
Menurut sejarahnya Whistleblower sangat erat dengan organisasi 
kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di 
Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian 
Mafia atau Cosa Nostra. 
Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh Mafioso (sebutan 
terhadap anggota mafia) bergerak di perdagangan heroin dan 
berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal 
organisasi sejenis diberbagai negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di 
Kolombia, Triad di China, dan Yakuza di Jepang.  
Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga 
orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah 
itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak 
hukum.
24
 
Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang 
dari mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka 
melakukan tindakan sendiri sebagai ”peniup pluit” (Whistleblower) untuk 
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jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/download/5322/2281, di akses 22 november 2014 
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Ibid. 
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menggungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat 
penegak hukum. Sebagai imbalannya maka Whistleblower tersebut akan 
dibebaskan dari segala tuntutan hukum. 
3. Whistleblower dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban No.13 
Tahun 2006. 
Di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan 
untuk melindungi saksi dan korban adalah LPSK. Tetapi undang-undang 
ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian whistleblower 
dan tidak secara jelas pula menyebutkan bahwa undang-undang ini juga 
melindungi whistleblower. Pengaturan mengenai perlindungan 
Whistleblower (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam 
Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan 
korban, yaitu pada Pasal 10 menyebutkan: 25 
a. Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik 
pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, 
atau telah diberikannya.  
b. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak 
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringakan pidana yang akan 
dijatuhkan.  
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c. Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, 
korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan 
itikad baik.  
Meskipun pasal 10 UU No.13 Tahun 2006 tidak secara khusus 
menyebutkan pelapor dengan istilah Whistleblower, tapi yang dimaksud 
dengan pelapor dalam penjelsan UU ini adalah orang yang memberikan 
informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana.26 
Keberadaan Pasal 10 ayat (2) tersebut menimbulkan persoalan 
yang cukup mendasar dan berpotensi menimbulkan polemik hukum dan 
polemik kebijakan bagi proses penegakan hukum. Pasal 10 ayat (2) 
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memenuhi rasa 
keadilan bagi masyarakat dan tidak dapat memberikan perlindungan 
hukum bagi whistleblower.  
 
4. Bentuk- Bentuk Perlindungan Whistleblower 
Whistleblower dalam Uundang- Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban No. 13 Tahun 2006.  
Di Indonesia berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi 
saksi dan korban adalah LPSK. Tetapi undang-undang ini tidak 
menyebutkan secara jelas mengenai pengertian whistleblower dan tidak 
                                                             
26 Abdul Haris Semendawai, Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2006, Momentum Penguatan 
Perllindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011 
hal.30.LPSK.  
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secara jelas pula menyebutkan bahwa undang-undang ini juga melindungi 
whistleblower.  
Pengaturan mengenai perlindungan Whistleblower (pengungkap 
fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang nomor 13 
Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yaitu pada Pasal 10 
menyebutkan.27 
(1) Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik 
pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, 
sedang, atau telah diberikannya.  
(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak 
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat 
dijadikan pertimbangan hakim dalam meringakan pidana yang 
akan dijatuhkan.  
(3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, 
korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan 
itikad baik. 
Ada pun revisi dari undang-undang nomor 13 tahun 2006  menjadi  
Undang-Undang  nomor 31 tahun 2014,  perubahan  dari pasal 10 yaitu :  
Pasal 10A 
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Fokusmedia. 
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(1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus 
dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas 
kesaksian yang diberikan. 
(2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 
a. Pemisahan tempat penahan atau tempat menjalani 
pidana antara Saksi pelaku dengan tersangka, 
terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak 
pidananya; 
b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku 
dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses 
penyelidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang 
diungkapkannya; dan/atau 
c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa 
berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap 
tindak pidananya. 
(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa:  
a. Keringanan penjatuhan pidana; atau  
b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak 
narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus 
narapidana. 
50 
(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan 
penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis 
kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya 
kepada hakim. 
(5) Untuk Memperoleh penghargaan berupa pembebasan 
bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK 
memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum. 
Permohonan perlindungan yang disampaikan pelapor, baik inisiatif 
sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, akan 
diperiksa LPSK dengan kriteria:  
1. Sifat pentingnya keterangan;  
2. Tingkat Ancaman yang membahayakan;  
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; 
4. Dan rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh 
saksi dan/korban (Pasal 28 UU No.13 Tahun 2006).Setelah 
permohonan tersebut diputuskan oleh LPSK maka pemohon 
harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti 
syarat dan keketentuan perlindungan saksi. Meski pasal ini 
tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah 
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Whistleblower, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam 
penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi 
kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana.28 
Jenis saksi ini juga biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi 
kolaborator, dan kolaborator hukum. Saksi – pelaku ini memang tidak 
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi 
keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan 
pidana yang akan dijatuhkan. Saksi kasus ini biasanya merupakan kasus-
kasus organized crime atau white colar crime.29 
Eddy O.S Hiariej melihat ketidakjelasan dan ketidaktegasan rumusan 
terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana 
seorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat bersamaan juga 
berstatus sebagai pelapor. Rumusan itu menimbulkan multitafsir, bahkan 
berpotensi menimbulkan tafsir inkonstitusional dan menimbulkan 
ketidakpastian hukum.30 
Selanjutnya Eddy O.S. Hiariej menyatakan , bahwa Pasal 10 Ayat (2) UU 
No.13 Tahun 2006 adalah bertentangan dengan semangat Whistleblower, 
karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang 
Whistleblower, dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman 
                                                             
28 Abdul Haris Semendawai, Revisi Undang-Undang No.13 tahun 2006, Momentum Penguatan 
Perllindungan Saksi dan Korban, Perlindungan Jurnal saksi dan Korban, Volume 1 Tahun 2011 
hal.30.LPSK 
29Ibid., hal.32 
30 Firman wijaya, Op Cit., hal.23 
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pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut. 31Lebih lanjut Eddy 
O.S. Hiariej memberikan penilaian bahwa Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) 
UU No. 13 Tahun 2006 terdapat 3 (tiga) kerancuan.32 
Pertama, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan 
menghilangkan hak excusatie terdakwa. Hal ini merupakan salah satu 
unsur objektifitas peradilan. Ketika Whistleblower sebagai saksi 
dipengadilan maka keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan 
dibawah sumpah. Apabila Whistleblower berstatus sebagai terdakwa yang 
diberikan tidak dibawah sumpah.  
Kedua, disitulah letak adanya ambigu, siapa yang akan disidangkan 
terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan. Namun dalam SEMA 
No.4 tahun 2011 telah dijelaskan bahwa kasus tersangka yang diungkap 
atau dilaporkan akan lebih dahulu disidangkan daripada kasus pelapor 
yang juga pelaku kejahatan.  
Ketiga, ketentuan Pasal 10 Ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 bersifat kontra 
legem dengan Ayat (1) dalam pasal dan Undang-Undang yang sama, 
pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak 
dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan 
kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.Jika melihat dari 
sejarahnya whistleblower yang dikemukakan sebelumnya whistleblower 
sangat berkaitan erat dengan oraganisasi kejahatan ala mafia seperti di 
Italia.Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para Mafioso (sebutan 
                                                             
31 Eddy O.S. Hiariej, Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan, Newsletter Komisi 
Hukum Nasional (KHN), Vol.10, No.6 Juli 2010. 
32Ibid 
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terhadap anggota mafia) bergerak dibidang perdagangan heroin dan 
berkembang diberbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi 
sejenis diberbagai Negara seperti Mafia di Rusia, cartel di Colombia, triad 
di Cina, dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi 
kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai 
berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, legislatif maupun 
yudikatif termasuk aparat penegak hukum. Tidak jarang sindikat tersebut 
terbongkar atas keberanian salah satu anggota mereka yang berkhianat 
dan membocorkan kejahatan mereka kepada aparat penegak hukum. 
Anggota mafia yang berkhianat dan membocorkan kejahatan kepada 
aparat penegak hukum disebut sebagi whistleblowerdengan harapan 
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana. Dengan demikian ketentuan Pasal 
10 ayat (2) bertentangan dengan semangat whistleblower.33 
Jika kita cermati Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sesungguhnya memberikan 
perlindungan setengah hati kepada whistleblower, karena whistleblower 
yang dimaksud adalah whistleblower yang tergolong bukan bagian dari 
pelaku kejahatan. Apabila whistleblower yang dimaksud merupakan 
bagian dari pelaku kejahatan maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2) 
whistleblower tersebut tidak dapat dibebaskan.  
Sebagai contoh dalam kasus penahanan mantan Kepala Badan Reserse 
Kriminal Mabes Polri KomjenPol.SusnoDuadji yang selanjutnya Susno 
                                                             
33 Firman Wijaya, Op Cit., hal 24. 
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menjadi whistleblower antara lain dalam kasus GayusTambunan dan PT 
Salmah Arwana Lestari sebelum ditetapkan menjadi tersangka oleh 
Mabes Polri. Begitu juga dengan kasus Agus Condro, sangat jelas posisi 
Agus Condro merupakan sang peniup peluit dengan melaporkan telah 
terjadinya suap atas pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda 
Gultom, bahkan atas laporannya tersebut beberapa anggota DPR dan 
MirandaGultom sendiri telah dan sedang diadli. Namun sangat 
disayangkan keberadaan UU No.13 Tahun 2006 tidak dapat melindungi 
Agus Condro dari tuntutan hukum sehingga dirinya hanya dapat keringan 
dari terdakwa lainnya. 
Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 hanya berlaku bagi 
justice collaborator yang merupakan bagian dari pelaku yang mau 
bekerjasama untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi dengan 
harapan mendapatkan keringanan hukuman, sedangkan pengungkap 
fakta atau whistleblower yang merupakan bagian dari pelaku tidak dapat 
dilindungi dan akan menjadi tersangka. 
Keberadaan Pasal 10 ayat (2) tersebut menimbulkan persoalan yang 
cukup mendasar dan berpotensi menimbulkan polemik hukum dan 
polemik kebijakan bagi proses penegakan hukum. Pasal 10 ayat (2) 
tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memenuhi rasa 
keadilan bagi masyarakat dan tidak dapat memberikan perlindungan 
hukum bagi whistleblower. 
.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian di lakukan di kantor Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK) Kota Jakarta, Penulis memilih lokasi penelitian 
dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah 
yang akan diteliti. Perlu suatu penelusuran secara sistematis terhadap 
instansi tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan dengan 
cara mengadakan wawancara terhadap narasumber di kantor 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tersebut. 
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, 
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-
sumber kepustakaan lain yang mendukung. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data 
lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para 
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penegak hukum yang terkait dengan rumusan masalah penulis 
seperti ahli hukum. 
b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber data 
yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber 
bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
1. Data primer, dengan melakukan wawancara dengan pihak Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 
2. Data sekunder, dengan membaca dan menelaah berbagai literatur 
yang meliputi perundang-undangan, buku-buku, Koran dan dokumen 
lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk data-data dari 
internet. 
D. Analisis data 
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan diolah dan 
di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang 
digunakan oleh penulis adalah analisis data yang berupaya memberikan 
gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara 
kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini
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BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pandangan Umum Mengenai Whistleblower 
Secara umum pengertian orang yang mengungkapkan fakta kepada 
publik mengenai sebuah skandal, bahaya, malpraktik, maladministrasi 
atau korupsi disebut whistleblower (Inggris artinya : peniup peluit. 34 
Whistleblower didefinisikan sebagai seorang yang memberikan bantuan 
kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-
bukti yang kuat, atau keterangan di bawah sumpah yang dapat 
mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam 
kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya. 
Dalam istilah bahasa Inggris orang yang mengungkapkan fakta 
kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktek atau korupsi 
disebut sebagai Whistleblower Peniup Peluit : Disebut demikian karena 
seperti wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang 
meniupkan peluit sebagai pengungkapan fakta telah terjadinya 
pelanggaran, atau seperti polisi lalulintas yang hendak menilang 
seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan lalulintas, atau 
seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan 
kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, 
                                                             
34 Koalisi Perlindungan Saksi, Pengertian Saksi dan Perlindungan bagi Para Pelapor haruslah 
diperluas, www.antikorupsi.org1, diakses tanggal 13 April 2015 
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membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan, atau 
pelanggaran).35 
Seorang whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. 
Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan 
tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan 
pidana. Namun untuk disebut sebagai whistleblower, saksi tersebut 
setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar.  
Seringkali masyarakat menganggap bahwa saksi dan whistleblower 
adalah sama. Padahal ini serupa tetapi tidak sama. Pasal 1 UU 
Perlindungan Saksi dan Korban menyebut saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri, dan atau dialami sendiri. 
Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari 
mereka ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka 
melakukan tindakan sendiri sebagai peniup peluit (whistleblower) untuk 
mengungkap kejahatan yang mereka lakukan kepada publik atau aparat 
penegak hukum. 
Sejarahnya Whistleblower sangat erat dengan organisasi kejahatan 
ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang 
berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau 
Cosa Nostra. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh Mafioso 
                                                             
35 Quentin Dempster, Whistleblowers Para Pengungkap Fakta, Hal.1, ELSAM cetakan pertama Juli 
2006 
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bergerak di perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan 
dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis diberbagai negara 
seperti Mafia di Rusia, Cartel di Kolombia, Triad di China, dan Yakuza di 
Jepang.  
Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga 
orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah 
itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak 
hukum. 36  Meskipun para mafia dianggap sebagai sindikat nasional di 
Amerika Serikat, tidak ada seorangpun saat itu yang berani berbuat 
sesuatu terhadap mafia, barulah pada tahun 1950, seorang senator AS 
bernama Estes Kefauver akhirnya berani melakukan penyelidikan selama 
dua tahun terhadap para mafia tersebut. Dibentuklah Komisi Senat 
Khusus untuk Penyelidikan Kejahatan Perdagangan antar-Negara Bagian, 
yang lebih dikenal sebagai Komisi Kefauver yang kemudian mengadakan 
dengar pendapat disebelas kota. Ditiap kota tersebut Komisi Kefauver 
menemukan bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh mafia. Tetapi sampai 
akhir penyelidikan, Komisi ini tidak mendapat banyak hasil karena para 
mafia menolak untuk memberikan informasi di depan para komisi.37 
                                                             
36Ibid 
37Supriyadi Widodo Eddyono, Berawal dari Melawan La Cosa Nostra: Lahirnya Witnes Securitydi 
Amerika Serikat. Kata pengantar dalam buku WITSEC, Pengalaman Program Perlindungan Saksi 
Federal AS, Pete Earley dan Gerald Shur, ELSAM Cetakan Pertama tahun 2006 hal.ix. 
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Salah seorang Whistleblower paling terkenal dalam sejarah adalah 
Jeffrey S. Wigand. Laporannya yang mengungkap skandal perusahaan 
rokok raksasa di Amerika bahkan diabadikan dalam film berjudul The 
Insider. Bekas vice president pada Divisi Riset dan Pengembangan Brown 
& Williamson (Kentucky) itu dipecat lantaran mengetahui informasi rahasia 
tentang kebusukan internal perusahaan.38 
Di Indonesia banyak tokoh yang tergolong dalam whistleblower 
sosok seperti Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji, mantan 
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI. Susno Duadji 
merupakan orang yang pertama kali membeberkan adanya praktik mafia 
hukum yang menyeret Gayus H.P. Tambunan(dkk) kepada publik. Gayus 
Tambunan adalah pegawai Direktorat Jendral Pajak Keberatan dan 
Banding pada Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat kasus pencucian 
uang dan korupsi puluhan miliaran rupiah.39 
Lebih ironis lagi nasib Vincentius Amin Sutanto. Pelapor dugaan 
megaskandal pajak Asian Agri Group milik taipan Sukanto Tanoto senilai 
Rp 1,3 triliun ini malah dijerat dengan dakwaan pencucian uang. Ia divonis 
11 tahun penjara dan tak ada pengurangan keringanan hukuman, seperti 
yang dijanjikan dalam undang-undang.  
                                                                                                                                                                      
 
38ibid 
39Syahrin lumbantoruan, Loc. Cit., 
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Dengan kisah-kisah tragis tokoh yang tergolong Whistleblower di 
Indonesia tersebut, banyak kalangan baik akademisi, politisi bahkan para 
pakar hukum membahas apa yang dinamakan whistleblower tersebut. 
Kajian tentang perlu adanya perlindungan terhadap saksi pelapor akhirnya 
melahirkan UU No.13 Tahun 2006 sekarang berubah menjadi UU No. 30 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan 
harapan baru bagi saksi pengungkap fakta atau whistleblower di 
Indonesia. Kemudian secara tegas SEMA No.4 tahun 2011 mengatur 
tentang whistlblower dan justice collaborator. Namun baik UU No.13 
Tahun 2006 maupun SEMA No.4 Tahun 2011 belum cukup memberikan 
perlindungan hukum terhadap Whistleblower dan justice collaborator. 
Informasi yang dibocorkan dalam hal ini selalu yang merupakan 
rahasia yang dapat bermacam-macam jenisnya, tergantung dari asal atau 
tempat asal dari informasi tersebut. Informasi tersebut dapat berasal dari 
organisasi yang sah, seperti lembaga pemerintah atau swasta, atau badan 
hukum tertentu, namun dapat juga berasal dari organisasi tidak sah, 
seperti Lembaga yang tidak berbadan hukum, sindikat narkotika, 
perjudian, human trafficking, bahkan organisasi terorisme atau mafia-
mafia lainnya. Dapat juga dari perorangan atau kelompok yang diluar 
organisasi, namun terdeteksi oleh masyarakat telah terjadi pelanggaran 
hukum, atau bahkan dalam rumah tangga atau keluarga, misalnya dalam 
rumah tangga terkait perkara pelecehan seksual atau kekerasan (KDRT) 
dan sebagainya. Namun demikian informasi tersebut umumnya 
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disampaikan oleh orang dalam atau bahkan sipelaku atau yang turut serta 
atau sipenyerta itu sendiri, baik karena kesadaran atau bermotif balas 
dendam, walaupun tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh orang luar, 
atau dari mereka yang tidak termasuk bagian dari kejahatan tersebut. 
Dalam hal whistleblower tersebut berasal dari orang dalam atau 
bagian dari pelaku itu sendiri, akan memberikan kepastian informasi 
dimaksud yang kebenarannya sangat tinggi, karena pemberi informasi 
dapat disebut sebagai orang yang mengalami sendiri atau saksi kunci 
yang akan sangat bermanfaat dalam pengungkapan kasus yang ditangani 
penyidik. Informasi yang diterima akan dapat membantu mengungkap 
jaringan kejahatan termasuk organisasi dan pengawaknya, serta 
kedudukan atau domisili organisasi kejahatannya tersebut, dalam hal 
organisasinya yang tidak sah. Jika untuk organisasi yang sah, akan 
membantu penyidik untuk memperoleh kejelasan dan kepastian 
pelanggaran yang terjadi, disamping itu juga dapat membantu kebijakan 
Negara dalam hal ini pelaksanaan Good Governance dalam instansi 
dimaksud. 
Jika whistleblower tersebut diciptakan atau direkayasa, dalam artian 
tindakan penyelidikan yang merupakan salah satu kegiatan penyelidikan, 
misalnya dengan cara undercover dan interception dalam bentuk kegiatan 
surveillance bahkan yang lagi marak saat ini yaitu penyadapan, atau 
dengan melakukan penjebakan, namun yang terakhir ini dilarang oleh 
Undang-Undang, maka hasil yang dicapai akan sangat bermafaat dalam 
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proses pegungkapan kasus secara tuntas sampai keakar-akarnya. 
Disamping itu dapat juga dimanfaatkan untuk mengejar dan menelusuri 
harta kekayaan pelaku, baik yang merupakan hasil kejahatannya, maupun 
keuntungan yang diperoleh dari kejahatannya tersebut, termasuk aliran 
dananya. Dengan demikian selain mengungkap sindikat kejahatannya, 
dapat juga berperan untuk pemulihan harta kekayaan hasil kejahatannya, 
sehingga penegakan hukum bukan saja untuk menentramkan 
masyarakat, tapi juga dapat berfungsi mengkayakan Institusi Negara. 
Pengertian Whistleblower kerap dicampuradukan dengan justice 
collaborator bahkan ada beberapa tulisan yang memuat whistleblower 
sebagai justice collaborator. Memang secara sepintas bahwa 
whistleblower dan justice collaborator sama-sama melakukan kerjasama 
dengan aparat penegak hukum dalam memberikan informasi penting 
terhadap kasus hukum yang diungkap.  
Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan HAM dalam diskusi di 
Auditorium Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 16 Mei 
2012 mengatakan bahwa whistleblower tidak terlibat dalam kasus pidana 
yang diungkapkannya. Sedangkan justice collaborator merupakan bagian 
dari pelaku atau kelompok kejahatan yang terjadi.
40
 
Senada dengan Denny Indrayana, Ketua LPSK Abdul Haris 
Semendawai menjelaskan bahwa whistleblower bukan merupakan bagian 
dari pelaku kejahatan yang diungkapkannya, tetapi jika dia merupakan 
                                                             
40Kompas.com, Beda whistleblower dan justice collaborator, 17 Mei 2012, diakses pada 28 April 
2015   
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bagian dari pelaku yang diungkapkannya maka dirinya merupakan justice 
collaborator. Abdul Haris menjelaskan bahwa Susno Duadji merupakan 
contoh whistleblower, meskipun Susno Duadji menjadi pelaku kejahatan 
tetapi pada kasus yang berbeda dengan fakta yang diungkapnnya. 
Menurut Abdul Haris penyidik kurang memperhatikan waktu (timing)-nya 
menjerat Susno Duadji dalam kasus Arwana dan Pilkada Jawa Barat, 
karena penetapan Susno Duadji menjadi tersangka dapat membungkam 
kehadiran whistleblower lainnya karena pengusutan kasus Susno Duadji 
dapat diduga merupakan pembalasan oleh oknum pelaku yang dilaporkan 
oleh Susno Duadji. Meskipun demikian Susno Duadji diberlakukan 
sebagai Justice Collaborator karena hukummnya diringankan oleh Hakim 
menjadi 3,5 tahun, yang semula dituntut 7 tahun oleh penuntut umum.41 
Mencermati kedua pendapat tersebut, maka apabila penulis lihat dari 
sejarahnya sangatlah bertolak belakang. Jenis kejahatan yang diungkap 
oleh pengungkap fakta merupakan kejahatan yang terorganisir seperti 
kasus korupsi yang terjadi saat ini melibatkan oknum-oknum beberapa 
lembaga seperti legislatif dan ekskutif bahkan lembaga yudikatif untuk 
mencari seorang whistleblower yang tidak terlibat mengetahui secara pasti 
dan mempunyai bukti-bukti yang kuat untuk diungkapkan sangatlah sulit. 
Kejahatan yang terorganisir tersebut yang merupakan tergolong extra 
ordinary crimes adalah kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya 
sehingga memerlukan orang dalam yang terlibat.  
                                                             
41Hasil wawancara penulis dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai saat melakukan 
penelitian di Kantor LPSK Jakarta, di Gedung Perintis Kemerdekaan jl. Proklamasi No.6 pada 5 
Februari 2015  
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Dalam SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap 
Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang 
bekerjasama (justice collaborator). Dalam SEMA ini jelas disebutkan 
bahwa Whistleblower adalah sebagai seorang pelapor pelaku tindak 
pidana tertentu artinya whistleblower merupakan bagian dari pelaku, tetapi 
bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi 
saksi dalam proses peradilan.  
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B. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam 
melindungi saksi dan korban terhadap whistleblower. 
Pada awalnya keberadaan saksi dan korban kurang untuk di 
perhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga 
pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang 
mereka berikan. Dalam KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian 
perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa 
dan terpidana. 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan 
perlindungan dan hak-hak lain berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban. 
Persyaratan materiil dapat tidaknya seseorang dilindungi oleh LPSK 
diatur dalam ketentuan Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006 menyatakan 
bahwa dalam Perjanjian Perlindungan Saksi dan/atau Korban tindak 
pidana sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan 
pertimbangan sebagai berikut : 
1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban 
2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban 
3.Hasil analisis tim medis atau psikolog oleh Saksi dan/atau korban 
4.Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi 
dan/atau Korban.  
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Berangkat dari hal tersebut maka penulis melihat bahwa LPSK 
dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dan/atau korban 
terlebih dahulu saksi dan/atau korban mengajukan permohonan kepada 
LPSK baik dalam bentuk tulisan atau lisan dan bisa juga diwakilkan oleh 
keluarganya. Selanjutnya LPSK akan memberitahukan secara tertulis 
kepada pemohon mengenai dapat diterima atau tidaknya permohonan 
pemberian bantuan tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam bentuk 
wawancara dengan bapak Andreas Lucky Lukwira HUMAS LPSK (Selasa, 
3 Februari 2015) bagian kepala HUMAS LPSK, maka penulis memperoleh 
data dari hasil penelitian mengenai jumlah pemohon yang masuk di LPSK 
sebagai berikut: 
TABEL 1 
Identifikasi Pengaduan 
NO  JUMLAH 
1 Datang Langsung 83 
2 Surat Tercatat 338 
3 Email 0 
4 Telepon 0 
5 Faksimil 0 
6 LPSK Datang Langsung Ke Pemohon 0 
 TOTAL 421 
           Data LPSK tahun 2014 
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TABEL 2 
Data Jenis Kelamin Pemohon 
No Jenis Kelamin Pemohon Jumlah 
1 Laki-laki 268 
2 Perempuan 153 
 Total 421 
Data LPSK tahun 2014 
Berdasarkan kedua tabel diatas dapat dilihat jumlah pemohon yang 
masuk di LPSK ditahun 2014 sebanyak 241 permohonan kasus. Khusus 
data langsung/pemohon langsung ke LPSK sebanyak 83 pemohon 
sedangkan berdasarkan surat tercacat/permohonan lewat surat sebanyak 
338 pemohon dan berdasartkan jenis kelamin kebanyakan pemohon dari 
kalangan laki-laki dibandingkan perempuan yang dikarenakan perbedaan 
tekanan mental/psikis oleh laki-laki (hasil wawancara bersama bapak 
Andreas Lucky Lukwira HUMAS LPSK, Selasa, 3 Februari 2015). 
Terkait dengan pemberian bantuan bagi saksi dan/atau korban 
dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pemberian bantuan 
kepada saksi/korban merupakan bagian yang inheren dari pemberian 
perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh LPSK. Lebih lanjut, 
bantuan yang dimaksudkan oleh UU yang disebutkan Pasal 6 mencakup 
pertama bantuan medis, kedua bantuan rehabilitasi psikososial. 
Demikian pula dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 
Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada saksi 
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dan korban. Bantuan yang diberikan melalui UU adalah bantuan khusus 
yang diberikan kepada saksi dan korban karena timbulnya penderitaan 
fisik maupun psikis yang diderita oleh korban dimana bantuan dan 
perlindungannya di tentukan melalui proses penetapan oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pemberian bantuan ini secara 
khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi 
saksi dan/atau korban dan secara umum untuk mendukung/membantu 
proses penegakan hukum pidana khususnya dalam proses penegakan 
hukum bagi pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. 
Dalam pengajuan permohonan perlindungan berdasarkan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa mencakup mengenai, 
Pertama Persyaratan Formil yang terdiri dari Identitas Pemohon (Nama 
Lengkap,Umur/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat KTP/alamat tinggal 
terakhir, Status Perkawinan, Agama, Pekerjaan, Pendidikan, Jumlah dan 
Nama Anggota Keluarga), Kedua Pemohon memasukkan berkas-berkas 
terkait kasus yang dialaminya, Ketiga LPSK mengecek mengenai 
informasi yang diberikan pemohon apakah informasinya benar dan 
terancam oleh seseorang, Keempat LPSK melakukan proses menelaah 
permohonan perlindungan yang diajukan pemohohon dalam penentuan di 
rapat paripurna LPSK. 
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TABEL 3 
NO STATUS PEMOHON  JUMLAH 
1 Saksi 62 
2 Korban 350 
3 Pelapor 9 
4 Tersangka 0 
5 Terpidana  0 
  TOTAL 421 
Data LPSK tahun 2014 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pengajuan 
permohonan yang masuk ke LPSK diajukan langsung oleh para korban 
sebanyak 350 permohonan sedangkan saksi sebanyak 62 permohonan 
pelapor sebanyak 9 orang. Melihat hal tersebut pengajuan permohonan 
dari korban jauh lebih banyak karena para pemohon menganggap 
pentingnnya posisi dia sebagai korban untuk pengungkapan kasus selain 
dari pencarian keadilan dan kerugian yang dialami baik fisik maupun 
psikis, sedangkan tersangka dan terpidana dari data LPSK satupun tidak 
ada permohonan yang diajukan ini disebabkan “mungkin ada hal yang 
takut untuk diungkapkan” (hasil wawancara bersama bapak Andreas 
Lucky Lukwira). 
Peran LPSK terhadap seorang whistleblower adalah memberikan 
perlindungan atas kesaksiannya. Namun perlindungan ini dapat diberikan 
kepada seorang Whistleblower adalah memberikan perlindungan atas 
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kesaksiannya. Namun perlindungan ini dapat diberikan kepada seorang 
whistleblower apabila sebelumnya ada permohonan perlindungan, baik 
atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, 
dan yang bersangkutan bersedia masuk kedalam program perlindungan 
LPSK dengan menaati klausul klausul dalam perjanjian perlindungan 
antara LPSK dengan terlindung. 
Perlindungan yang menjadi tugas dan wewenang dari LPSK di 
laksanakan oleh Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sesuai dengan 
keputusan LPSK yang diperoleh dari rapat Paripurna LPSK. Pada 
umumnya, Perlindungan yang diberikan kepada seorang pelapor dapat 
berbentuk layanan pemenuhan hak prosedural seperti yang terdapat 
dalam pasal 5 UU 31/2014, seperti misalnya: 
1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah 
diberikannya 
2. Dirahasiakan identitasnya 
3. Mendapat pendampingan,dll. 
Klasisfikasi sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 UU 
31/2014, diselesaikan dengan keseriusan, konsistensi, atau pentingnya 
keterangan dan ancaman yang di hadapi oleh seorang saksi korban, saksi 
pelaku atau pelapor, yang meliputi: 
1. Kesaksiannya dapat mengungkap kerugian Negara 
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2. Dapat mengungkap Tindak Pidana serius dan/atau tindak pidana 
transnasional terorganisir. 
3. Peristiwa pidana yang menarik perhatian masyarakat, yang 
kedudukan seorang saksi atau pelapor dapat dijadikan konsumsi 
pemberitaan media 
4. Kemungkinan ancaman yang diperoleh atas kesaksiannya. 
5. Sifat pentingnya keterangan 
Selain memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 UU PSK, LPSK juga memberikan perlindungan fisik meliputi: 
1. Keamanan 
2. Pengawalan 
3. Penempatan di rumah aman. 
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C. Upaya yang dilakukan oleh pihak LPSK dalam melindungi saksi 
dan korban terhadap whistleblower. 
Korban kejahatan merupakan orang yang mengalami berbagai 
bentuk penderitaan dan kerugian akibat dari kejahatan yang dilakukan 
oleh Pelaku kejahatan itu sendiri. 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan 
lembaga mandiri yaitu lembaga yang independent tanpa adanya campur 
tangan dari pihak manapun, LPSK sendiri bertugas dan berwenang 
memberikan perlindungan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban 
sebagaiamana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 
Korban, dimana LPSK ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya 
hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. 
 
Pasal 1 angka 6 Undang-undang No 13 Tahun 2006 menyebutkan 
Bahwa:  
“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada 
saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK 
atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-
undang ini”. 
 
Perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap korban kejahatan 
dalam konteks ini adalah merupakan suatu bentuk pelayanan dalam 
memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat dalam semua 
tahap proses peradilan pidana yang dalam hal ini salah satunya 
diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 
sebagaiamana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: 
“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan 
hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, 
terutama Pemerintah” 
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Berdasarkan amanat UUD 1945 di atas, Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) mengambil peranan penting dalam memberikan 
perlindungan sepenuhnya kepada korban kejahatan beserta keluarganya. 
Perlindungan tersebut diberikan karena berasaskan pada penghargaan 
atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif 
dan asas kepastian hukum. 
Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang berperan 
dalam memberikan pelayanan terhadap saksi dan/atau korban kejahatan 
pada khususnya, menurut bapak Andreas Lucky Lukwira selaku HUMAS 
LPSK sangat dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya (hasil 
wawancara, Rabu 4 februari 2015): 
a.      Peraturan Perundang-undangan 
b.      Sikap mental saksi dan korban 
c.       Profesionalitas penegak hukum 
d.      Kontrol masyarakat 
e.       Media elektronik dan pers 
Oleh karena itu sangat diperlukannya pengakuan atas keberadaan 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu sendiri didalam 
masyarakat untuk menyokong eksistensi LPSK itu sendiri dalam 
memberikan pelayanan yang baik khususnya terhadap korban kejahatan 
dan masyarakat pada umumnya. Sehingga korban atau masyarakat dapat 
merasakan sepenuhnya pengayoman saat berada dalam suatu proses 
peradilan. 
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Berdasarkan hasil penelitian penulis. Adapun data yang didapatkan 
dalam hal pemenuhan kewajiban tahap akhir sebagai mahasiswa yang 
didapatkan dari LPSK sebagai berikut: 
No Jenis Kasus Jumlah 
1 Korupsi 10 
2 Teroris 0 
3 KDRT 2 
4 Pelanggaran HAM 296 
5 Trafficking 32 
6 Narkotika 0 
7 Tindak Pidana Pencucian Uang 1 
8 Pidana Umum  
Pembunuhan 24 
Persetubuhan Anak dibawah Umur 1 
Penganiayaan 2 
Pengeroyokan 3 
Pencemaran Nama Baik 1 
Penyekapan dan Pembunuhan 5 
Penembakan 0 
Penggelapan 2 
Total 379 
Data LPSK tahun 2014 
 
76 
Berdasarkan tabel diatas, jumlah pemohon untuk kasus 
Pelanggaran HAM sangat tinggi hingga mencapai 296 pemohon, hal ini 
disebabkan masalah Pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat 
sensitif dan prinsipil oleh masyarakat. Sedangkan pembunuhan, 
trafficiking serta korupsi berada pada posisi kedua, ketiga dan keempat. 
Untuk kasus pidana umum, masalah Pembunuhan menempati posisi 
pertama dengan 24 kasus pemohon. 
Upaya yang dilakukan oleh LPSK terhadap seorang terlindung 
yang merupakan whistleblower dalam rangka pemberian layanan 
perlindungan dapat meliputi: 
1. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dengan 
perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada yang 
bersangkutan, agar aparat penegak hukum dapat memperhatikan 
kedudukan hukumnya serta memperhatikan hak-haknya. 
Maksudnya, ketika dalam hal dilakukannya penyelidikan dan 
penyidikan pihak yang berwenang tidak melakukan intervensi 
terhadap korban dan/atau saksi pelapor untuk tujuan tertentu, 
sehingga tindakan yang dilakukan oleh LPSK memberikan 
pendampingan langsung terhadap pemohon dalam segala 
kegiatan hukum tanpa terkecuali. 
2. Memonitoring perkembangan kasus yang sedang dihadapinya. 
3. Memperhatikan keadaan dan kondisi fisik dan psikis dari 
terlindung. Maksudnya, selain dari perlindungan fisik yang kita 
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pahami seperti pendampingan langsung, perlindunagn terhadap 
keluarganya, harta, kerabat, LPSK juga memberikan bantuan 
psikis seperti, jasa psikiater, psikologi, dokter dan juga pemberian 
jasa spritual kepada saksi dan/atau korban secara langsung 
sesuai dengan kebutuhan. 
4. Melakukan pendampingan atas terlindung pada setiap tingkatan 
proses peradilan pidana tanpa masuk kedalam substansi perkara. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A.  KESIMPULAN 
1. Bagaimanakah peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
dalam melindungi saksi dan korban terhadapwhistleblower? 
 Berdasarkan pasal 5 UU. No 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga 
Perlindungan Saksi Dan/atau Korba 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksian yang akan datang, sedang atau telah 
diberikannya 
b. Dirahasiakan identitasnya 
c. Mendapat pendampingan 
Selain hal diatas, LPSK juga memberik perlidungan fisik seperti, 
Pengawalan langsung, Rumah Aman. 
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak LPSK dalam melindungi saksi 
dan korban terhadap whistleblower? 
a. Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dengan perlindungan 
yang diberikan oleh LPSK kepada yang bersangkutan. 
b. Memonitoring perkembangan kasus yang sedang dihadapinya. 
c. Memperhatikan keadaan dan kondisi fisik dan psikis dari terlindung. 
d. Melakukan pendampingan atas terlindung pada setiap tingkatan 
proses peradilan pidana tanpa masuk kedalam substansi perkara. 
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B. SARAN  
1. Sebaiknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebegai   
lembaga independen yang memberikan perlindungan bagi saksi dan 
korban dapat mewujudkan perannya secara optimal guna 
menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan memili 
standar perlindungan berdasarkan level ancaman.  
2. Perlu adanya penguatan peran mengenai kewenangan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan 
hukum untuk Whistleblower dan Justice Collaborator sebab 
keduanya akan memudahkan membongkar suatu tindak pidana 
karena dilihat posisi mereka sebagai alat bukti saksi.  
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